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PENGARUH KOORDINASI KEPALA DISPORABUDPAR
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN OBJEK
WISATA DI KABUPATEN MAJALENGKA
Oleh :
Hj. Siti Mucharomah, Dra., M.Si.
ABSTRAK
Objek-objekwisatayangberadadi Majalengkamasihbanyakyangbelum
memenuhistandarpengembanganobjek wisata.PengelolaanPenyelenggaraan
urusanpemerintahdaerahdanpelayananumumdibidangpariwisatadi kabupaten
Majalengka belum optimal terlihat dari  banyaknya objek wisata yang dibuka
tanpakoordinasidampengawasanDisporabudpar.Banyakobjek wisatayang
dikelolalangsungolehmasyarakattanpamelaluikoordinasidan perizinan
semestinyasehinggatujuan pemerintahdalam mewujudkandestinasiwisatayang
unggultidak sesuaidenganyangdiharapkan.Faktorkoordinasididuga
mempengaruhiefektivitaspengelolaanobjekwisatadi Majalengka.Penelitianini
dilakukanterhadappengelolaobjekwisatayaituDisporabudpar danKompepar,
dengantujuanuntuk mengkajidan menganalisispengaruhkoordinasiterhadap
efektivitaspengelolaanobjekwisata.Populasidalampenelitianini yaitu90 orang
dansampelnyayaitu47orangdenganrata-ratatingkatpendidikanS-1.Metode
yangdigunakandalampenelitianini yaitukuantitatif.Instrumentyang digunakan
dalampenelitianini yaitustudipustaka,wawancara,angketdan observasi.Hasil
penghitungankoefisiendeterminasi,makadapat disimpulkanbahwaveriabel Koordinasi
terhadap variable Efektivitas terdapat pengaruh sebesar 66 % dan sisanya 34%
dipengaruhi oleh faktor  lain  diluar  penelitian ini.  Hambatan – hambatanyangdi
alamidalamefektivitaspengelolaanobjekwisatadikabupaten Majalengkaadalahdari
aspekpelayananyakniDisporabudparbelumsepenuhnya
mendukungterhadappengembangan fasilitasdiobjekwisata dikarenakan
terbatasnyaAPBD,kurangnyakoordinasiantarakeduapihakyaitu intensitas
pertemuanyangkurangantarapihakkompepardan Disporabudpar,selainitu
hambatanyangdi alamiyaitukurangkreatifnyapengelolaobjekwisatasehingga tidak
menumbuhkanekonomimasyarakatsekitar.Berdasarkanpermasalahan-
permasalahanyang dihadapidalampengelolaanobjekwisatamakakepala
Disporabudparmelakukanupaya-upayasebagai berikut: melakukankoordinasi secara
terjadwaldenganpihakkompeparuntukmenemukanmufakatdalam musyawarahyang
dilakukanbersamadenganpihakkompepar,melakukan
pengawasanlangsungdalampengelolaanobjek wisata,melakukanpembinaandan
pelatihankepadapihakkompeparuntukmemberibekaldanpengalaman dalam
pengelolaandestinasiwisata,disporabudparselalu bersifatterbukakepadapihak
kompepardan pihakterkaitlainnya,pengembangandan pembangunanwisata
dilakukansecarabertahap.
PENDAHULUAN
Berdasarkan peraturan daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 10
Tahun2009
tentangpembentukanorganisasilembaga-
lembagateknis daerah,makadinas
pemudaolahragakebudayaan
danpariwisata  kabupatenMajalengka
merupakan unsur pelaksana teknis
pemerintah bidang kepemudaan, olahraga,
kebudayaan, dan
pariwisata.Dinaspemudaolahragakebudaya
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andanpariwisatadipimpinoleh
seorangkepaladinasyang
berkedudukandibawahdanbertanggungjaw
abkepada bupatimelaluisekretarisdaerah.
Berdasarkanperaturandaerahdi
ataspengelolaanpariwisataberadadalam
lembagateknisdaerahDinasPemudaOlahra
gaKebudayaandan Pariwisata
(Disporabudpar)yang dipimpinoleh
seorangkepaladinas.Dalamkepariwisataa
n,
kepaladinasDisporabudparmempunyaibe
berapafungsiyaitu:
1. Merumuskan
kebijakantek
nisdalambida
ngpariwisata
2. Penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah dan pelayanan
umum bidang pariwisata.
3. Pembinaa
ndanpelak
sanaantug
asbidangp
ariwisata
Hal tersebut sesuai dengan fungsi-
fungsi pengelolaan yang
dijelaskanLeiperdalambukuIlmuPengantar
Pariwisata(Pitana,2009:80)yaitu:
1.  Planning(perencanaan)
2.  Directing(mengarahkan)
3.  Organizing(termasukcoordinating)
4.  Controlling(pengawasan)
R
u
m
u
s
a
n
M
a
s
a
l
a
h
1. Bagaimana pengaruh koordinasi
kepala Disporabudpar terhadap
efektivitaspengelolaanobjekwisatadi
Kab.Majalengka?
2. Hambatanapakahyangditemuidalame
fektivitaspengelolaanobjekwisata
dikab.Majalengka?
3. Upaya apakah yangdilakukan
Disporabudpar untuk mengatasi
masalahEfektivitaspengelolaanobjekw
isatadikab.Majalengka?
Tujuan
1. Untuk mengetahui Bagaimana
pengaruh koordinasi kepala
Disporabudparterhadap efektivitas
pengelolaan objek wisata diKab.
Majalengka.
2. Untuk mengetahui dan memahami
Hambatan yang mempengaruhi
pengelolaanobjekwisatadiKab.Majale
ngka
3. Untukmengetahuidan
memahamiUpayayangdilakukanDispo
rabudparuntuk
meningkatkanEfektivitaspengelolaano
bjekwisatadikab.Majalengka.
TINJAUAN PUSTAKA
Koordinasi
Pengertiankoordinasi
Koordinasimerupakanhalpenting
dalamsuatu organisasiuntukmencapai
tujuan.Dalamsuatuorganisasiterdapatangg
ota-anggotayang memilikitugasdan
wewenangtersendiri.Tugasdanwewenang
paraanggotayangberbedaini saling
mendukunguntukmencapaitujuanorganisa
siyangtelahditetapkan.Olehkarena
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itukoordinasisetiapanggotasangatpentingd
alammencapaitujuanorganisasi.
Koordinasiberartiyaitupenyesuaia
n  tugasmasing-masing anggotauntuk
mencapaitujuanyangtelahditetapkanbersa
ma.Sepertiyangtelahdiungkapkan
olehA.E.BenndalamDasar-
dasarOrganisasi(Sutarto,2006:141)
1.  Suatu  kelangsungan, keharmonisan,
mencapai tujuan, yangdapat di
capaimelaluikepemimpinan,organisa
si,danadministrasi
2.   Penyusunanusaha-
usahakelompokdidalamsuatukelangs
ungandan keteraturan sikap
sehinggamenciptakankesatuantindak
andalam
mengusahakantercapainyatujuanbers
ama.
SedangkanLeonardD.Whitedalam
IlmuAdministrasiPublik
(Syafiie,I.K:1999:85)jugamengungkapkan
bahwa:
Koordinasiadalahpenyesuaiandiri
daribagian-bagiansatusamalain
dangerakansertapengerjaanbagian-
bagianpada saatyangtepatsehingga
masing-
masingdapatmemberikansumbanganyang
maksimumpadahasil secarakeseluruhan.
Berdasarkanpengertiandi
atasdapatdisimpulkanbahwakoordinasiad
alah pembagian   kerja kepada para
bawahan sehingga    setiap bawahan
akan mengerjakan pekerjaannya sesuai
dengan tugas yang diterimanya.
Pembagiantugas mempengaruhi atasan
dan  bawahan dalam melakukan
pekerjaan dengan efektifdan
efesien.Setiapbawahanhanyamengerjakan
sebagiandaripekerjaan organisasi,
karenaitumasing-masing pekerjaan
harusdisatukan, diintegrasikan,
dandiarahkanuntuktercapainyatujuan.
Koordinasi mengimplikasikan
bahwa elemen-elemen sebuah organisasi
saling berhubungan dan  menunjukkan
keterkaitan sedemikian rupa, sehingga
semua orang melaksanakan tindakan-
tindakan tepat, pada waktu tepat dalam
rangkaupayamencapaitujuan-tujuan.
Untukmempermudahmemahamiartikoordi
nasi,Handayadiningrat(1982:118)menyim
pulkanciri-
cirikoordinasiyaitusebagaiberikut:
a.
Tanggungjawabkoord
inasiterletakpadapimp
inan
b.
Koordinasiadalahsuat
uusahakerjasama
c.
Koordinasiadala
hprosesyangteru
s-menerus
d.
Konsepkesatuan
tindakan
e.  Tujuanorganisasiadalahtujuanbersama
Sehingga  dapat   ditarik
kesimpulan bahwa koordinasi pada
intinya
merupakankesatuantindakan,kesatuanusa
ha,penyesuaianantarabagian maupun
sinkronisasi danintegrasiyangkeselarasan
kerjaberdasarkan padakeselarasan. Atas
dasar itu  dapat dinyatakan bahwa
kiranya azas koordinasi harus ada
keselarasan aktivitas antara bagian
organisasi serta keselarasan tugas antara
pegawaidalamusahapencapaianefektivitas
kerja.
2
.
1
.
2
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T
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Umumnyaorganisasimemilikitipe
koordinasiyang dipilihdandisesuaikan
dengan kebutuhan ataukondisi-kondisi
tertentu yang  diperlukan untuk
melaksanakan tugas agar pencapaian
tujuan tercapai dengan baik. Menurut
Hasibuan(2001:86)dalambukuSu
mberDayaManusiatipekoordinasidi bagi
menjadi dua  bagian besar yaitu
koordinasi vertikal dan  koordinasi
horizontal. Kedua  tipe ini biasanya  ada
dalam sebuah organisasi.  Makna  kedua
tipe
koordinasiinidapatdilihatpadapenjelasand
ibawahini:
a) Koordinasi vertikal (Vertical
Coordination} adalah kegiatan-kegiatan
penyatuan, pengarahan yang dilakukan
oleh  atasan terhadap kegiatan unit-
unit,kesatuan-kesatuankerjayang adadi
bawahwewenangdantanggung
jawabnya.Tegasnya,atasanmengkoordin
asisemuaaparatyangadadi bawah
tanggung jawabnya secara langsung.
Koordinasi vertikal ini secara relatif
mudahdilakukan,karenaatasandapat
memberikansanksikepadaaparatyang
sulitdiatur.
b) Koordinasihorizontal(Horizontal
Coordinator)adalah mengkoordinasikan
tindakan-tindakan ataukegiatan-
kegiatan penyatuan, pengarahan yang
dilakukanterhadapkegiatan-kegiatan
dalamtingkatorganisasi(aparat)yang
setingkat. Koordinasi  horizontal  ini
dibagi  atas  interdisciplinary dan
interrelated. Interdisciplinary
adalahsuatu koordinasidalamrangka
mengarahkan,menyatukantindakan-
tindakan,mewujudkan,dan menciptakan
disiplin antara unit yang satu  dengan
unit yang lainsecara intern maupun
eksternpadaunit-unityangsamatugasnya.
Interrelated adalah  koordinasi
antar badan  (instansi);  unit-unit yang
fungsinyaberbeda,tetapiinstansiyangsat
udenganyanglainsalingbergantung atau
mempunyai kaitan  secara  intern atau
ekstern yang  levelnya setaraf.
Koordinasi
horizontalinirelatifsulitdilakukan,
karenakoordinator tidakdapat
Memberikan sanksi kepada
pejabat yang   sulit  diatur  sebab
kedudukannya
setingkatSetelahmelihatkeduatipe
koordinasiini,
menurutWinardi(1999:389)
dalambukunyaAzaz-azazManajemen
dapatdilihatpulaada4(empat)elemen
fundamentalpadakoordinasivertikal,yaitu:
1.  RantaiKomando(chainofcommand)
Rantaikomandoadalahgarisyangtidak
putusdariwewenang yang
menjulurdari
puncakorganisasikeeselonterbawahd
anmemperjelas
siapamelaporkepadasiapa.
2.  RentangPengawasan(spanofcontrol)
Rentangkendaliadalahjumlahbawaha
nyang dapatdiarahkansecara
efisiendanefektifolehseorangmanajer
.
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3.  Pendelegasian(delegation)
Pendelegasian adalahhak-hakinheren
dalamsuatuposisimanajerial untuk
memberikan perintah dan
mengharapkan dipatuhinya perintah
itu.
4.  Sentralisasi-
Desentralisasi(centralization-
centralization)
Sentralisasimerujukkepadapembatas
antanggungjawab dalam
pengambilan keputusan yangberada
padapuncakhirarkiorganisasi. Hanya
pemilik yang dapat mengambil
keputusan apa yang harus dijual, dan
berapa jam  dibuka. Sentralisasi
tidak memberikan izin
kepadakaryawanuntukmembuatkepu
tusanutama.
Desentralisasimerujukkepada
perluasantanggung jawab dalam
pengambilankeputusankepadasetiapl
evel organisasi.Desentralisasi
berasumsi bahwa orang-orang
terdekat kepada  masalah yangpaling
tahu tentang suatu hal  dan dapat
membuat keputusan yang terbaik
dalam menangani suatu masalah.
Maka, keputusan  tidak akan
terlambat, yang  biasanya  terjadi
jika  top eksekutif yang harus
menanganiseluruhmasalah.
Sedangkandalamkoordinasihoriz
ontalmasih menurutWinrdi (1999:389)
dalam bukunya Azaz-azaz
Manajemenada 4 (empat) elemen dapat
ditempuh
untukmelaksanakankoordinasiadalah:
a)  Departementalisasimatriks
Departementalisasi matriks adalah
mengelompokkan suatu struktur
yangmenciptakanlini
rangkapdariwewenang,menggabungkan
departementalisasifungsionaldanproduk.
b) Pembentukantim-timfungsionalsilang
Pembentukantim-
timfungsionalsilangadalahmembentukbeb
erapa
timyangsalingmemilikiketerkaitanantaras
atutimfungsionaldan
timfungsionallainnyadengancarabekerjas
ama.
c)  Satuan-satuantugas(taskforce)
Satuan-satuan (task force)  dibentuk oleh
manajemen berupa kelompok-
kelompoktugasatauunit-unityang
melakukantugasyang
spesifikpadamasing-masingsatuan.
d) Personilpenghubung(liasonpersonnet)
Personilpenghubung(liasonpersonnel)ada
lahorangyang ditugaskan
untukmenjadipenghubungantarasatu
bagiandenganbagianlainatau
suatuunitdenganunitlainagarpelaksanaan
tugasdapatdilakukan
denganbaik.(Winardi,1999.389)
TujuanKoordinasi
Apabila dalam  organisasi dilakukan
koordinasi secaraefektif makaada
beberapamanfaatyangdidapatkan.Menuru
tT. HaniHandoko(1999:197)dalam
bukuManajementujuankoordinasiantarala
in:
a.  Dengan koordinasi dapat dihindarkan
perasaan terlepas satu sama lain, antara
satuan-satuan organisasi atau antara
pejabat yang ada dalamorganisasi.
b.  Menghindari
suatupendapatatauperasaanbahwasatuano
rganisasi
ataupejabatmerupakanyangpalingpenting.
c.  Menghindari  kemungkinan
timbulnya pertentangan antara bagian
d
a
l
a
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d.
Menghindariterjadinyakekosonganpekerj
aanterhadapsuatuaktifitas
dalamorganisasi.
e.Menimbulkan kesadaran diantara para
pegawai untuk saling membantu.
Jelas
manfaatkoordinasisangatmenentukanterse
lenggaranyausahayang telah
diprogramkan  untuk mencapai   hasil
yang diharapkan.  Tetapi apabila
koordinasi tidak  melaksanakan
atasdepartementasi danpembagian kerja,
akan menimbulkan organisasi
yangberjalan  sendiri-sendiri
tanpaadakesatuan arah.
MenurutHasibuan(2001.86)dalambuku
ManajemenSumberDayaManusia
koordinasipentingdalamsuatuorganisasi,y
akni:
a.  Untukmencegahterjadinyakekacauan,
percecokan, dankekembaran
ataukekosonganpekerjaan.
b.  Agarorang-
orangdanpekerjaannyadiselaraskansertadi
arahkanuntuk
pencapaiantujuanperusahaan.
c.
Agarsaranadanprasaranadimanfaatkanunt
ukmencapaitujuan.
d.  Supaya  semua  unsur  manajemen
dan  pekerjaan masing-masing
individupegawaiharusmembantutercapain
yatujuanorganisasi.
e.  Supaya semua tugas, kegiatan, dan
pekerjaan terintegrasi
kepadasasaranyangdiinginkan.
Jadikoordinasi
sangatpentingdalammengarahkan
parabawahanuntuk
mencapaitujuanyangsesuaidenganapayan
gdirencanakanperusahaan.
MetodeKoordinasiEfektif
Agarkoordinasidapatdicapaideng
anefektifdanmemilikipotensiyang
lebihberartimakaperlu
diketahuimetodeuntukmencapaiarahterse
but.Menurut
McBarnesharusada3(tiga)kaidahyangdipe
nuhidalamkoordinasi:
a.  Harus ada  kontak   langsung
mereka yang   kegiatannya harus
dikoordinasikan.
b. Koordinasi  harus dimulai pada tahap
yang paling awal sebelum
kebijaksanaandibentuksecaralengkap.
c.
Koordinasiharusmerupakansuatuprosesya
ngberkelanjutan.
Adanyakontaklangsungdiantaradi
perlukanbagipegawai-pegawai yang
melaksanakankerja,kontaklangsungini
merupakankegiatanmelaksanakan
komunikasisecaralangsungdiantarasesam
apegawaisehinggaakan memberikan
kesamaanpemahamanataskerjayangdilak
ukan.
Banyaknya  ketidakefektifan
kerja karena kurangnya  kesediaan
untuk
selaluberkomunikasisehinggakendala-
kendaladalampelaksanaantugas menjadi
bertambahberat,yang
seharusnyadapatdipecahkanjikapegawaib
ersediauntuk
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bertemulangsungmembicarakanmasalah-
masalahyangada.
Koordinasiyangdimulaipadatahapawal
adalahkepentinganyangsangat diperlukan
sebelum  kebijakan yangberhubungan
dengan tugasdibentuk secara lengkap
dan menyeluruh. Koordinasi yang
lebih   awal dapat memberikan
pemahamanawalsehinggapadasaattugasdi
laksanakantidakmemilikikendala
yangbesar.
Proseskoordinasiperlu
dilaksanakansecaraterusmenerusatau
berkelanjutan.Pentingnyakelanjutanini
dilakukanuntukmencegahterjadinya
kesalahanfatalpadaprosespelaksanaantuga
s.Dengankooordinasiyang berlanjut
makaproses
evaluasitetapdapatdilakukanuntuk
mencapaikesempurnaantujuan
pekerjaan.SelanjutnyaT.
HaniHandoko(1999:200)
dalambukunyaManajemen
mengemukakan,koordinasipotensialdapat
ditingkatkandalam2(dua)carayaitu:
a) Sisteminformasi vertikal Sistem
informasi vertikal adalah peralatan
melalui manadata
disalurkanmelewatitingkatan-
tingkatanorganisasi. Komunikasi
dapatterjadididalamataudiluarrantaiperint
ah.Sistem informasimanajementelah
dikembangkandalamkegiatan-kegiatan
seperti pemasaran, keuangan, produksi,
dan operasi-operasi
internasionaluntukmeningkatkaninformas
iyang tersediabagi
perencanaankoordinasidanpengawasan.
b)Hubungan-hubunganlateral
(horizontal)Melaluipemotonganrantai
perintah,hubungan-hubunganlateral
membiarkaninformasi dipertukarkan  dan
keputusan  dibuat pada tingkat  hirarki
dimana informasiyangdibutuhkanada.
MenurutT.
HaniHandoko(1999:200)adabeberapahub
unganlateralyang
dapatdiperincisebagaiberikut:
1.Kontaklangsungantar individu-
individuyangdapat meningkatkan
efektifitasdanefesiensikerja.
2.  Peranan penghubung yangmenangani
komunikasi antar departemen
sehinggamengurangipanjangnyasalurank
omunikasi.
3.
Panitiadansatuantugas.Panitiabiasanyadio
rganisasi secaraformal dengan
pertemuan yang  dijadwalkan teratur.
Satuan tugas dibentuk
biladibutuhkanuntukmasalah-
masalahkhusus.
4.   Pengintegrasian  peranan-peranan,
yang  dilakukan  oleh misalnya
manajerprodukatauproyek, diciptakan
bilasuatuproduk,jasaatau
proyekmemerlukantingkatkoordinasiyang
tinggidanperhatianyang
terusmenerusdariseseorang.
Perananpenghubungmanajerial,yang
mempunyaikekuasaanmenyetujui
perumusan anggaran oleh satuan-satuan
yang  diintegrasikan dan
implementasikan.Ini
diperlukanbilaposisipengintegrasianyang
dijelaskanpada
point“4”diatastidaksecaraefektifmengkoo
rdinasikan  tugastertentu.Menurut
Hasibuan
(2001:88)dalambukuManajemen
SumberDayaManusia cara-cara
mengadakankoordinasiyangbaikadalah:
1.
Memberikanketeranganlangsungdan
secarabersahabat.Keterangan
mengenaipekerjaansaja
tidakcukup,karenatindakan-
tindakanyang
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tepatharusdiambiluntukmenciptakan
dan menghasilkankoordinasi
yangbaik.
2.  Mengusahakan agarpengetahuan
danpenerimaan  tujuanyangakan
dicapaioleh
anggota,tidakmenurutmasing-
masingindividudengan
tujuannyasendiri-
sendiri.Tujuanituadalahbersama.
3.
Mendorongparaanggotauntukbertuka
rpikiran,mengemukakanide, saran-
sarandansebagainya.
4.Mendorong para  anggota untuk
berpartisipasi dalam tingkat
perumusandanpenciptaansasaran.
5.
Membinahumanrelationsyangbaikant
arsesamakaryawan.
6.  Manajer sering  melakukan
komunikasi  informal dengan para
bawahan.
Jadisemuametodedan
carakoordinasiyangdisarankandapatdijadi
kan bahanmasukanbagi pihak
manajemenperusahaanuntukmendapatkan
koordinasi yangefektif.
Prinsip-prinsipkoordinasi
Setiap   organisasi  biasanya
menerapkan  beberapa mekanisme yang
berbeda untuk  mewujudkan koordinasi.
Walaupun mekanisme yangdijalankan
berbeda namun terdapat empat prinsip
utama dalam koordinasi menurut S.
Pamudji(1984:40-
41)dalambukuPraktekOrganisasidanMeto
deyaitusebagai berikut:
1.
Koordinasiharusmulaidaritahapyang
permulaansekali.Jikadua
unitataulebihmulaisendiri-sendiri
denganpengaturan-pengaturan
beberapakegiatanataudenganperenca
naan  pekerjaanbaru, pandangan-
pandangan  mereka  akan
mengkristal;  dan kemudian
merekaakan
tidakbersediamengubahrencana-
rencanamereka,
disebabkankarenaalasanperstise.
2.
Koordinasiadalahprosesyangkontiny
u.Kebutuhanakankoordinasi
biasanyaNampakjelas selamatahap-
tahapperencanaantetapidapat
diabaikan  kemudian.  Sarana  untuk
menjamin  koordinasi yang
kontinyuharusdiputuskanatasdasarha
l-halkhususdan kemudian
keefektifansarana-
saranatersebutharusterusmenerusdib
ahas.
3.Sepanjangkemungkinankoordinasiharu
s merupakanpertemuan- pertemuan
bersama. Selam berdiskusi bersama-
sama mereka yang hadir menjadi
sadar akan   kebutuhan-kebutuhan
semuanya, perbedaan-perbedaan
sudut pandangan dan  berbagai
macam prioritas.
4.  Perbedaan-perbedaan
pandanganharusdikemukakansecarate
rbuka
dandiselidikidalamhubungandengansi
tuasiseluruhnya.
Efektivitas
Pembicaraansekitarefektivitasker
ja pegawaiadalahsesuatuyang sangat
menarikuntukdilakukan
danpastiakanberkaitan
denganbanyakfaktor. Jika
dikatakanbahwaefektivitaskerjapegawaim
erupakansikap ataukondisiumum
seseorang yang   positif  terhadap
kehidupan  organisasionalnya,maka
CENDEKIA
Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Volume V No 1 Januari - Juni 2012
Pusat Studi Sosial dan Kebijakan (PUSAKA)
FISIP – Universitas Majalengka
9
ISSN  1907-6711
jelaslah bahwasetiappemimpinperlu
mengambilberbagailangkahagar
semakinbanyak
(apabilamungkinsemua)bawahannyamera
sapuasdan selalubersemangatdalam
bekerja,yangpadasaatnyanantiakanmenca
paitingkatefektivitaskerja pegawai
yangbersangkutansesuaiyangdiharapkan.
Untukdapatmelakukandengancepat
dantepat,diperlukanpemahamanteknikdan
carayangdapatdigunakanmengukur
tingkatefektivitaskerjaparapegawaiterseb
ut.Dalam hubungan ini perlu
diperhatikan bahwa seseorang pegawai
tidak akan  melakukan  tugasnya  dengan
baik   dalam  suasana
kehampaan.Artinya seseorang  dalam
melaksanakan tugas yang  dipercayakan
kepadanya tidak
membatasikeberadaannnya
dalamorganisasihanyapadapenyelesaiantu
gasitu
berdasarkanketerampilandandiskripsituga
syangsudahjelas.Efektivitas  dalam
organisasi  merupakan  tingkat
keberhasilan untuk
mencapaitujuanatausasarannya.Apabilatu
juanatau sasaranyangtelah
direncanakantercapaimakapengelolaanor
ganisasitersebutefektif.
Untukmemberikangambaranyang
lebihjelasmengenaiefektivitas
pengelolaanberikutbeberapapengertianefe
ktivitasdariparaahli.MenurutJames
L.Gibsondkk(Pasolong,2004:4)
dalamTeoriAdministrasiPublikmengatak
an
bahwa“efektivitasadalahpencapaiansasara
ndariupayabersama.”
Tjokromidjojo(Pasolong, 2004:
4)mengatakan bahwa efektivitas adalah
agarpelaksanaanadministrasilebihmencap
aihasilsepertiyang direncanakan
mencapaisasarantujuanyangingindicapaid
anlebihberdayahasil.
SejalandenganpendapatdiatasH.E
merson(Handayaningrat, 1990:16)
dalambukuPengantarStudiIlmuAdministr
asi danManajemenjuga menjelaskanarti
“efektivitasialahpengukurandalamartiterc
apaisasaranatautujuanyang telahdi
tentukansebelumnya.”
Berdasarkan pendapat tersebut
dapat dikatakan bila sasaran atau tujuan
telahtercapai sesuai dengan
yangdirencanakan sebelumnya maka
haltersebut
dikatakanefektif.Jadiapabilasasaranatautu
juanitutidakselesaisesuaidengan
waktuyangtelahditentukanpekerjaanitutid
akefektif.
Berdasarkan  pendapat  para ahli
di atas  dapat  disimpulkan bahwa
efektivitasmerupakantingkat
keberhasilanorganisasidalam
mencapaitujuannya
melaluipelaksanaantugasyangbenar,biaya
yangsesuaidanwaktuyangtepat
sesuairencanasertaselamat.
SedangkanH.
IbrahimLubis(1985:33)
dalambukunyapengendaliandan
pengawasanproyekdalammanajemenmenj
elaskanbahwa:
Manajemenyangbaiktersimpulpe
ngertianefesiendan efektifitas yang
berartibahwasegalasesuatudilaksanakand
enganberdayagunayang
berartitepat,cepat,hematdanselamat
1.
Tepatialahapayangdikehendakiterca
pai,kenasasaran,memenuhi
target,danapayangdi
citacitakanmenjadirealitas
2.
Cepatialahsebelumwaktuyangditetap
kanpekerjaantersebuttelah selesai
3.  Hemat ialahdengan biaya
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yangsekecil–kecilnya memperoleh
apa
yangdiharapkan,tanpaterjadipembor
osandalambidangapapun
4.
Selamatialahsegalasesuatusampaipa
datujuanyangdimaksudtanpa
mengalamihambatan-hambatan
Faktor-
faktoryangMempengaruhiEfektivita
s
Efektivitasyang
diartikansebagaikeberhasilanmelakukanp
rogram dipengaruhiolehberbagaifaktor-
faktoryang
dapatmenentukanefektivitaskerja
pegawaiberhasildilakukandenganbaikatau
tidakdipengaruhiolehgaya
kepemimpinan.Tugaspegawaidapatberjal
andenganbaik apabiladilakukan
pemberitahuan(komunikasi)tentangpende
legasiantugas/tanggungjawab serta
adanya evaluasi kerja dari  pimpinan.
Menurut Relly (2003:119) Faktor-faktor
yangmempengaruhiefektivitaskerjadalam
organisasi:
1. Waktu
Ketepatan waktu dalam
menyelesaikan suatu  pekerjaan
merupakan faktor utama. Semakin lama
tugas yang dibebankan itu dikerjakan,
maka semakin banyak tugas  lain
menyusul  dan hal ini akan
memperkecil tingkat efektivitas kerja
karena memakan waktu yang
tidaksedikit.
2. Tugas
Bawahanharusdiberitahukanmaks
uddan pentingnyatugas-tugasyang
didelegasikankepadapegawainya.
3. Produktivitas
Seorangpegawaimempunyaiprod
uktivitaskerjayang tinggidalam
bekerjatentunyaakandapatmenghasilkan
efektivitaskerjayangbaik
demikianpulasebaliknya.
4. Motivasi
Pimpinan  dapat   mendorong
pegawainya  melalui  perhatian pada
kebutuhan  dan tujuan mereka yang
sensitif.   Semakin termotivasi
karyawanuntukbekerjasecarapositifsemak
inbaik pulakinerjayang dihasilkan.
5.  EvaluasiKerja
Pimpinanmemberikandorongan,b
antuandan informasikepada
pegawainya,sebaliknyapegawaiharus
melaksanakantugas denganbaik
danmenyelesaikanuntukdievaluasitugaste
rlaksanadenganbaik atau tidak.
6. Pengawasan
Denganadanyapengawasanmakak
inerjapegawaidapatterus terpantau dan
hal ini dapat memperkecil resiko
kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
7. LingkunganKerja
Lingkungankerja
adalahmenyangkuttata
ruang,cahayaalamdan pengaruhsuarayang
mempengaruhikonsentrasiseseorangpega
wai sewaktubekerja.
8. PerlengkapandanFasilitas
Adalah suatu sarana dan
peralatan yang  disediakan oleh pimpinan
dalambekerja.Fasilitasyang kurang
lengkapakanmempengaruhi kelancaran
pegawai dalam  bekerja.  Semakin  baik
sarana yang
disediakanolehpemerintahakan
mempengaruhisemakinbaiknyakerja
seorangdalammencapaitujuanatauhasilya
ngdiharapkan.
Tingkat efektivitasjuga
dapatdiukurdenganmembandingkanantar
arencana yang telah ditentukan dengan
hasil nyata yang
telahdiwujudkan.Namun, jika
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usahaatauhasilpekerjaandan
tindakanyangdilakukantidaktepatsehingg
a menyebabkan tujuan tidak tercapai
atausasaran yang diharapkan,maka hal itu
dikatakantidakefektif.MenurutDuncanyan
gdikutipRichardM. Steers
(1985:53)Dalambukunya
“EfektrivitasOrganisasi”mengatakanmen
genai ukuranefektivitas,sebagaiberikut:
1. PencapaianTujuan
Pencapaian  adalah   keseluruhan
upaya pencapaian
tujuanharusdipandangsebagaisuatuprose
s.Oleh karenaitu, agarpencapaiantujuan
akhir semakin terjamin, diperlukan
pentahapan,baikdalam
artipentahapanpencapaianbagian-
bagiannya maupunpentahapandalam
artiperiodisasinya.
Pencapaiantujuanterdiri
daribeberapafaktor,yaitu:Kurunwaktuda
n sasaranyang
merupakantargetkongkrit.
2. Integrasi
Integrasiyaitu
pengukuranterhadaptingkatkemampuan
suatuorganisasi untuk mengadakan
sosialisasi, pengembangankonsensus
dan komunikasidengan berbagaimacam
organisasilainnya.Integrasi
menyangkutprosessosialisasi.
3. Adaptasi
Adaptasiadalahkemampuanorgan
isasiuntuk menyesuaikandiridengan
lingkungannya.
METODE PENELITIAN
Metode
yangdigunakandalampenelitianini
yaitukuantitatif.
Teknik Pengumpulan Data
Dalampengumpulandatainipenyus
unmenggunakanteknikpengumpulan
datasebagaiberikut:
1. StudiKepustakaanyaitumengumpulka
ndanmempelajaribahan-bahantertulis
dengantujuanuntuk
memahamikonsep-
konsepyangberkaitandengansasaran
penelitian.
2. Angket yaitu suatu penyelidikan
mengenai suatu masalah yang
umumnya banyak menyangkut
kepentingan umum (orang  banyak)
dilakukan dengan caramenyebarkan
suatudaftarpernyataan ataupertanyaan
berupaformulir- formuliryang
diajukansecaratertuliskepadasejumlah
subjekuntuk
mendapatkanjawabanatautanggapante
rtulisseperlunya.
3. Observasi Non-Partisipan yaitu teknik
pengumpulan data yang dilakukan
melaluipengamatanlangsung.Dalamob
servasiini penyusunanmengumpulkan
data yang  berhubungan dengan objek
yang diteliti dengan tidak terlibat
langsungdalamprosespekerjaannya.
4. Wawancara(Interview),yaituprosesata
u upayayangdilakukanuntuk
mendapatkan  data dan informasi
yang diperlukan  melalui  tanya
jawab
langsungdenganpihakyangbersangkut
andanberkompeten,
Analisis Data
Teknikyangdigunakan untuk
menganalisis data yang  diperoleh dari
angketyang
disebarkankepadarespondenadalahdengan
menggunakanteknik analisadata
kuantitatif.Jawabanrespondenterhadapseju
mlahpernyataanatau
pertanyaandalamangketyang
disebarkanpenyusun,dipaparkandengancar
a
ditabulasikan,dianalisisberdasarkanfrekue
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nsiyang palingseringmunculuntuk
kemudiandipresentasikan.
Agarbisamemberikansuatunilaime
ndapatjawabanyang telahdiberikan
responden,makauntukmenelitivariabelpen
elitian,penyusunmenggunakan skala
ordinaldengantipeskala pengukuranyang
digunakanadalahskalaLikert.Yang
dimaksud skala likert  menurut Sugiyono
(2008: 107) dalam bukunya yang
berjudulMetodePenelitianAdministrasi,yai
tu:
“Skalayangdigunakanuntukmengu
kursikap,pendapat,dan persepsi seseorang
atau sekelompok  orang  tentang
fenomena sosial. Dalam penelitian
fenomena  sosial ini telah ditetapkan
secara spesifik oleh peneliti, yang
selanjutnya disebut sebagai variabel
penelitian. Dengan
skalalikert,makavariabelyang
akandiukurdijabarkanmenjadiindikator
variabel.Kemudianindikatorvariabelterseb
utdijadikansebagaititiktolakuntuk
menyusunitem-iteminstrumentyang dapat
berupapernyataanatau
pertanyaan.Jawabansetiap instrumenyang
mengunakanskalalikert
mempunyaigradasidarisangatpositifsampai
sangatnegatif”.
PEMBAHASAN
Pengaruh
KoordinasiKepalaDisporabudpar
Terhadap
EfektivitasPengelolaanObjek
WisatadiKabupatenMajalengka
Peneliti   akan mendeskripsikan     data
dari   hasil   observasi yang dilakukan
melalui penyebaran   angket   kepada
pengelola tempat wisata. Hal ini
bertujuan   untuk mengetahui sejauh
manakoordinasi terlaksana
olehrespondendalammenunjangefektivitas
kerja.
Berdasarkan gambar 5.1 nilai koefisien
determinasi R Square sebesar0,660324
menunjukkan bahwa 66% peningkatan
efektivitas pengelolaan objek wisata di
kabupaten majalengka dipengaruhi oleh
koordinasi kepala Disporabudpar,
sedangkan sisanya 34%(100%-66%)
dipengaruhi olehvariabel
lainyangtidakdiukurdalampenelitianini.
Kemudian pada tabel 5.6 hasil dari
perhitungan menunjukkan bahwa
koefisienkorelasi spearman rank variabel
koordinasi  kepala Disporabudpar
terhadap efektivitas pengelolaan objek
wisata adalah 0,809. Angka inibernilai
positif,artinyakeduavariabeltersebutmemil
ikihubunganyang searah.Ini menunjukkan
bahwaefektivitas  pengelolaan
objekwisatadiKabupaten Majalengka
dipengaruhi oleh koordinasi kepala
Disporabudpar.
Hasil rs hitung menunjukkan  bahwa r
hitung adalah 0,812616  lebih besar dari r t
abel 0,2816 artinya signifikan, dengan
tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil
dari (<0,05) berarti koordinasi kepala
disporabudpar berpengaruh positif dan
signifikan terhadap efektivitas pengelolaan
objek wisata di kabupaten Majalengka.
Berdasarkan
pemaparandiatasmakadapatdisimpulkan
bahwaterdapat pengaruhkoordinasi
kepaladisporabudpar terhadappengelolaan
objekwisatadi
kabupatenMajalengkasebesar66 %
Artinyaadahubunganyangsignifikanantara
koordinasidenganefektivitas,adanyahubun
ganyang positifantaravariable
KoordinasidanvariableEfektivitas.
Halini
dikarenakankepalaDisporabudparsebagian
besarsudah melaksanakanprinsip–
prinsipkoordinasiyangtelahdiukurmenggu
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nakan teori menurut S.Pamudji (1984:
40-41)dalambukuPraktek Organisasi
danMetode yaitusebagaiberikut:
1. Koordinasi
harusmulaidaritahapyangpermulaan
sekali.Jikadua
unitataulebihmulaisendiri-sendiri
dengan pengaturan-pengaturan
beberapa kegiatan  ataudengan
perencanaan pekerjaan baru,
pandangan-pandangan mereka akan
mengkristal;  dan kemudian
merekaakantidak
bersediamengubahrencana-
rencanamereka,
disebabkankarenaalasanperstise.
2. Koordinasiadalahprosesyangkontinyu.
Kebutuhanakankoordinasi
biasanyaNampakjelas selamatahap-
tahapperencanaantetapidapat
diabaikan  kemudian. Sarana  untuk
menjamin  koordinasi yang kontinyu
harusdiputuskan atasdasarhal-
halkhususdankemudian
keefektifansarana-
saranatersebutharusterusmenerusdiba
has.
3. Sepanjang kemungkinan koordinasi
harus merupakan pertemuan-
4. pertemuan bersama. Selam  berdiskusi
bersama-sama mereka yang
hadirmenjadisadarakankebutuha-
kebutuhan semuanya,perbedaan-
perbedaansudutpandangandanberbagai
macamprioritas.
5. Perbedaan-perbedaan
pandanganharusdikemukakan
secaraterbukadandiselidikidalamhubu
ngandengansituasiseluruhnya.
Berdasarkan hasil statistik pada hasil
angket yang disebarkan kepadasample
penelitian, indikator penentuan
perancanaan mencapai  42% yang
menunjukanbahwaparapengelolaselau
dilibatkandalamperencanaan.
Pada indikator pembagian tugas dan
fungsi individu maupun unit kerja
statistic jawaban menunjukan 30%
menjawab sering yang  artinya bahwa
tugas
yangdiberikansesuaidenganfungsiatau
kewenangannya.
Indikator diberikan kewenangan
dantanggung jawab dalam
pelaksanaan pekerjaan 32%
responden menjawab selalu, yang
berarti bahwa setiap unit
pengelolamempunyaikewenangandan
tanggungjawabdalampelaksanaan
pengelolaanobjekwisata.
Indikator ikut serta dalam
menentukan tujuan yang hendak   di
capai jawaban selalu, sebesar 32%
yang berarti bahwa sebagian besar
pengelola dilibatkan
dalammenentukan tujuanyanghendak
dicapai  olehpengelola objek wisata.
Indikator menentukan standar
pelaksanaan kerja yang menjawab
selalu sebesar 26%, yangberarti
bahwa sebagian besar  pengelola
objek wisata selalu
ikutsertadalammenentukanstandardala
mpelaksanaankerja.
Indikator ikut menentukan evaluasi
pelaksanaan   kerja yang menjawab
sering sebesar 34% yang  berarti
para pengelola sering diikutsertakan
dalam
evaluasipelaksanaanpengelolaanobjek
wisata.
Indikatormelakukanmusyawarahuntuk
mufakatyang menjawabjawaban
hampir tidakpernah sebesar
36%,yangberarti bahwa koordinasi
dalamdalam melakukanpertemuan-
pertemuanbersamadan
melakukanmusyawarahuntuk
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mufakathampertidakpernahdilakukan.
Indikator menciptakan komunikasi
dua arah yang menjawab selalu
sebesar 43%,  yaitu  bahwa  kompepar
dan Disporabudpar  melakukan
keselarasan  dalam melakukan
pengelolaan objek wisat.
Indikator melakukan koordinasi secara
terjadwal yang menjawab selalu
sebesar   kadang-kadang   sebesar
45%,   yang   berarti   bahwa
koordinasi   yang dilakukan pihak
Disporabudpar dan Kompepar
dilakukan secara tidak terjadwal.
Indikator mengikut sertakan pegawai
dalam mengambil keputusan yang
jawaban sering sebesar 38%, yang
berarti bahwa pihak Kompepar belum
optimal dilibatkan dalam
menyelesaikan perbedaan-perbedaan
pandangan.
Indikator  bersifat  terbuka  terhadap
kritik  dan  saran  dari  pegawai  yang
jawaban selalu sebesar 43%, yang
berarti bahwa pihak kompepar
maupun Disporabudpar bersikap
cukup terbuka terhadap kritik dan
saran.
Indikator melakukan penyelidikan
terhadap perbedaan pandangan yang
menjawab   kadang-kadang   sebesar
32%,   yaitu   bahwa   Disporabudpar
belum optimal dalam menyelidiki
perbedaan-perbedaan pandangan.
Sedangkan  untuk  variable
Efektivitas  dalam  pengelolaan  objek
wisata adalah sebagai berikut:
Indikator  tercapainya  sasaran
responden  yang  menjawab  selalu
sebesar 32%, jawaban kadang-kadang
sebesar 32%, yang artinya sasaran
dalam efektivitas pengelolaan objek
wisata belum stabil.
Indikator  pekerjaan  selesai  sebelum
waktu  yang  ditetapkan,  responden
yang  menjawaban  sering  sebesar
38%,  yang  artinya  dalam
pengelolaan  objek wisata
penyelesaian pekerjaan cukup baik.
Indikator  Biaya yang dikeluarkan
tidak boros responden  yang
menjawab sering sebesar 45%, yang
artinya dalam pengembangan  dan
pembangunan  objek wisata terjadi
pemborosan dalam pengembangan dan
pembangunannya.
Indikator   Segala  sesuatu  sampai
pada  tujuan  yang  di maksud  tanpa
mengalami hambatan – hambatan
responden yang menjawab sering
sebesar 38%, yang berarti bahwa
pengelolaan selalu mendapatkan
hambatan-hambatan baik dari faktor
pembiayaan, sumberdaya manusia,
dan faktor alam.
Menurut  kepala  Disporabudpar H.
Ahmad  Suswanto,  S.Pd.,M.Pd
menyatakan  bahwa koordinasi yang
dilakukan Disporabudpar  sudah
berkontinyu untuk   melakukan
pertemuan – pertemuan   bersama
untuk   musyawarah   dan mufakat
dengan  pengelolaan  objek  wisata,
Disporabudpar  berusaha
menginstruksikan langsung kepada
kompepar terkait pengelolaan dan
bersikap terbuka terkait koordinasi
dengan kompepar,pembinaan yang
dilakukan Disporabudpar      juga
sudah   di   nilai   efektif2   tahun
sekali   suka   dilakukan pembinaan
yang berbentuk pelatihan dengan
mengundang pembicara yang ahli di
bidangnya untuk mengembangkan
sumber daya manusia dalam
pengelolaan objek wisata, dan dari
segi publikasi Disporabudpar selalu
berpartisipasi dalam berbagai
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perlombaan pameran budaya untuk
memperkenalkan  budaya dan
pariwisata yang ada  di  kabupaten
Majalengka,  pameran  budaya
tersebut  dilakukan  satu  tahun sekali,
mulai dari tingkat daerah, wilayah,
propinsi dan nasional, di dalamnya
memperkenalkan    ekonomi   kreatif,
kuliner,   hotel, pariwisata   yang
ada   di kabupaten Majalengka serta
pembagian leaflet yang berisi profil
kabupaten Majalengka berisi seluruh
potensi yang ada di daerah kabupaten
Majalengka.
Sedangka 34%lainnya ditentukan oleh
faktor-faktor lain di luar penelitian ini
Berdasarkan  observasi  di  lapangan
faktor – faktor  lain  di  luar
penelitian mungkin  di  sebabkan
pemerintah  belum  optimal
mendukung  dalam pengembangan
dan  pembangunan   destinasi  wisata
di  kabupaten   majalengka dengan
APBD yang penuh, sehingga
pengembangan  dan pembangunan
destinasi wisata di nilai lambat karena
terkendala pembiayaan. Dan
kemungkinan yang selanjutnya  adalah
terkendala  sumber daya manusia
yang unggul, kondisi  SDM yang
dimiliki   itu  masih   kurang
mendukung terutama   pada   aspek
kualitas pendidikan.  Bayangkan,  dari
1.198.170  jiwa  penduduk
Majalengka,  45  persen masih
berijazah SD, 1547 persen berijazah
SMP, 10,20 persen berijazah SMA
dan hanya 1,40 persen yang berijazah
sarjana. Bahkan, menurut data Badan
Pusat Statistik (BPS)setempat, masih
terdapat penduduk miskin sebanyak
385.094 jiwa.Pemerintah    terutama
dinas   terkait   Disporabudpar    harus
memberikan pelatihan   dan
pemahaman   pemahaman   terkait
pengelolaan   pariwisata   objek
wisata,  sehingga  masyarakat  mampu
dan bisa berpartisipasi  dalam
pengelolaan objek wisata dan dapat
menjadikan kabupaten majlengka
sebagai destinasi wisata, dengan tidak
menghilangkan nilai – nilai budaya jati
diri masyarakat local.
HambatanyangDitemui
DalamEfektivitasPengelolaanObjek
Wisata diKabupatenMajalengka
Berdasarkan wawancara  dan observasi
yang dilakukan  oleh peneliti
kepadakepalaDisporabudpar
danKompepar makadalampenelitian
inipeneliti menemukan hambatan
yangdialami dalam mengembangkan
objek wisata yang ada di kabupaten
Majalengka yaitu mengenai
pengembangan destinasi wisata.
Berdasarkan teori pengembangan wisata,
halterpenting untuk mengembangkan
wisataadalahpelayanan.
Pelayananadalahfaktorutamadalampenge
mbangandan pengelolaan
pariwisata.Salahsatu faktoryang
menentukandalampelayananadalahkesiapa
n
saranadanprasaranakepariwisataan(1997:7
4-77),meliputi:
1. Sistem penyediaan air bersih.
2. Kelistrikan.
3. Jalur–jalurlalulintas.
4. Sistemtelekomunikasi
5. KantorInformasidanPromosiKantorpe
neranganwisatadipintu-
pintumasuksuatunegara,kotaataudaera
htertentu.
Prasaranaini
menyangkutkebutuhanorangbanyak(u
mum)yang
pengadaannyabertujuanuntukmemban
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tukelancaranrodaperekonomian.
Berdasarkanpemaparandi
atas,destinasiwisatakabupatenMajalen
gka
belumsesuaidenganstandarpelayanany
angseharusnya.Halinididukungoleh
hasil wawancara kepada beberapa
Kompepar. Berdasarkan wawancara
dengan salah satu Kompepar  dari
tempat wisata TELAGA  HERANG
yaitu Iyas
RaskamS.Pd.Imenjelaskanbahwa:
“Keadaan Talaga Herang saat
ini keadaannya sangat
memprihatinkan dengan saran
danprasarana yang sudah
sangat banyak
yangrapuhataurusak,dan
kamisebagaipengelolaobjekwi
sataini
semaksimalmungkinbisa
merawatagar masihbisa
dinikmatioleh
pengunjung”(Wawancara,30
juli2013)
Berdasarkanpenjelasanparakompepart
ersebutdapatdiketahuibahwahal ini
dikarenakan pengajuan  permohonan
dana   pengembangan tempat wisata
kepada Disporabudpar tidak
mendapat respon. Sehingga tempat-
tempat wisata yangadadi
kabupatenMajalengkaterkadangmelak
ukanperbaikandan pengembangannya
sering  kali menggunakan   dana dari
iuran Kompepar.
Sementara berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan kepada
pihak kepala
Disporabudpar yaitu bapak H. Ahmad
Suswanto, S.Pd.,M.Pd menjelaskan
bahwa: “proposal   yang  diajukan
oleh  kompepar   atau  dari
masyarakatbanyak  yang masuk
namun untuk disposisinya  tidak
semua permohonanditerima. Dilihat
dari klarifikasi proposal yang diajukan
kita memilih yangbenar-
benarmembutuhkanbantuandana
untukpengembangandan
pembangunanwisataitu
dikarenakandanayangterdapatdariinsta
nsi Disporabudpar diambil
daridanaAPBD yangterbatas
sehingga pembangunan
dilakukansecarabertahapselainituhamb
atanyangterjadi yaitukurangnya
koordinasi darioranglapangan
yangmengelola
(Kompepar)”(Wawancar,5Agustus20
13)
Selain permasalahan dalam bidang
pelayanan, masih rendahnya sumber
dayamanusiayangmengelola
destinasiwisatamenjadisalahsatufactor
kurang
berkembangnyadestinasiwisatadi
kabupatenMajalengka.Berdasarkanob
servasi peneliti,pengelolakurang
kreatifdalampengembanganekonomikr
eatifsehingga belum dapatmenarik
minat wisata serta mengakomodir
partisipasi masyarakat
yangmenonjolkankearifanlocal.
Upaya yang Dilakukan
Disporabudpar untuk
MengatasiMasalah
EfektivitasPengelolaanObjek
WisatadiKabupatenMajalengka
Berdasarkan permasalahan-
permasalahan yang     dihadapi
dalampengelolaan objek wisata maka
kepala Disporabudpar melakukan upaya-
upaya sebagaiberikut:
1. Melakukankoordinasisecaraterjadwal
denganpihak kompeparuntuk
menemukan mufakat dalam
musyawarah yang  dilakukan
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bersama dengan pihakkompepar.
2. Melakukanpengawasanlangsungdala
mpengelolaanobjekwisata.
3. Melakukanpembinaandanpelatihanke
padapihakkompeparuntukmember
bekaldanpengalamandalampengelola
andestinasiwisata.
4. Disporabudpar selalu bersifat terbuka
kepada pihak kompepar dan pihak
terkaitlainnya.
5. Pengembangandanpembangunanwisa
tadilakukansecarabertahap.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang
telah dilakukan yakni tentang
“PengaruhKoordinasiKepalaDisporabudp
arterhadapPengelolaanObjekWisata
diKabupatenMajalengka”makapenelitime
narikkesimpulanyaitu:
1.
Hasilpenghitungankoefisiendeterminasi,
makadapatdisimpulkanbahwa
variabelKoordinasi
terhadapvariabelEfektivitas
terdapatpengaruhpositf sebesar66%
karenatercapaiindikator–
indikatorpadasetiapdimensi barometer
prinsip –prinsip koordinasi yaitudimensi
koordinasi dimulai dari
tahapanpermulaanprosesyang
kontinyu,danmelakukanpertmuan
pertmuanbersama.
2. dan sisanya 34% dipengaruhi oleh
faktor lain diluar penelitian ini.
Berdasarkan observasi dilapangan faktor
–faktor laindiluarpenelitian mungkindi
sebabkanpemerintahbelumoptimalmendu
kungdalam
pengembangandanpembangunandestinasi
wisatadi kabupatenmajalengka
denganAPBDyang
penuh,sehinggapengembangandan
pembangunan destinasiwisatadi
nilailambatkarenaterkendalapembiayaan.
Dan kemungkinan yang selanjutnya
adalah terkendala sumber daya manusia
yang unggul, kondisi SDM yang dimiliki
itu masih kurang mendukungterutama
pada aspek kualitas.
3. Hambatan –
hambatanyangdialamidalamefektivitas
pengelolaan objek wisatadi
kabupatenMajalengkaadalahdariaspekpel
ayananyakni Disporabudparbelum
sepenuhnyamendukungterhadappengemb
angan fasilitasdiobjekwisatadikarenakan
terbatasnya APBD, kurangnya
koordinasiantarakeduapihakyaitu
intensitaspertemuanyang kurangantara
pihakkompepardanDisporabudpar,selainit
uhambatanyangdi alamiyaitu
kurangkreatifnyapengelolaaobjekwisata
sehinggatidak menumbuhkan
ekonomimasyarakatsekitar.
4. Berdasarkanpermasalahan-
permasalahan
yangdihadapidalampengelolaan
objekwisatamakakepalaDisporabudpar
melakukanupaya-upaya sebagai berikut:
a.
Melakukankoordinasisecaraterjadwalden
ganpihak kompeparuntuk
menemukanmufakatdalammusyawarahya
ng dilakukanbersama
denganpihakkompepar.
b.
Melakukanpengawasanlangsungdalampen
gelolaanobjekwisata.
c. Melakukan pembinaan danpelatihan
kepada pihakkompepar untuk
memberbekaldanpengalamandalampenge
lolaandestinasiwisata.
d. Disporabudpar selalu bersifat terbuka
kepada pihak kompepar dan
pihakterkaitlainnya.
e.
Pengembangandanpembangunanwisatadil
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akukansecarabertahap
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